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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

a. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:

1) Konsonan

Huruf Arab | Nama | Huruf Latin Nama

| Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan

< Ba’ B Be

< Ta’ T Te

< Sa’ S Es dengan titik di atas

d Jim J Je

C Ha’ h Ha dengan titik di bawah
K

¢ Kha H Ka dan ha

3 Dal D De

3 Zal Z Zet dengan titik di atas

J Ra’ R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

U Syin Sy Esdan ye

ol Sad S Es dengan titik di bawah

8% Dad D De dengan titik di bawah

b Ta T Te dengan titik di bawah

b Za Z Zet dengan titik di bawah

g ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas

£ Gain G Ge

o Fa F Fa

it Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L El

p Mim M Em

o Nun N En

3 Wau \\ We

° Ha’ H Ha

s Hamzah |’ Apostrof

S Ya’ Y Ye
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Hamzah (s) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

©)-

2) Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama HurufLatin Nama
{ Fathah A A
! Kasrah 1 |
f Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anta ha

rakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama HurufLatin Nama

oo Fathah danya Ai a dani

pe Fathahdanwau Au a danu
Contoh:

: kaifa

d}]ﬁ : haula
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3) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Huruf
danHuruf Nama danTan Nama
da
Goee oo | Vs e fathahdanalifatauyd A Adangarisdiatas
= kasrahdanya' | Idangarisdiatas
e dammahdanwau a Udangarisdiatas
Contoh:
S : mata
&) : rama
Ji.fa : qila
SRS : yamiitu

4) Ta’marbutah

Transliterasi untuk ta’'marbiitah ada dua, yaitu: t@ marbiitah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta 'marbiitah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ¢a’marbiitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta’marbitah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

JEENiESy;,  :raudah al-af @'l
Z\L/a\.ll\&;g.gﬁg > al-madinah al-fa a’dilah
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el - al-hikmah
5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid ( 5, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

&3 s rabbana
)

=2 : najjaind

pes s al-haqq

oy .

X : nu’ima

g5~ ¢

A : ‘aduwwun

Jika huruf < ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah ({2 ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi 1.

Contoh:
i : ‘AlT (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
45 : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J
(alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-).



uiwiﬂ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
459N - al-zalzalah (az-zalzalah)
A : al-falsafah
U  al-biladu

7) Hamzah ’

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:
Oy el : ta'muriina
2 oa| )
tjd\ s al-nau
?.Cg:‘u s syai’un

5
5)}3\ T umirtu

8) Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,
kata al-Qur’an (dari a/-Qur’an), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus
ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Syarh al-Arba’in al-Nawawr
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Risalah fi Ri’ayah al-Maslahah
9) Laf al-Jalalah ( &)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa
huruf hamzah.

Contoh:
W\ Esdimullah\sbillah

Adapun ta’ marbiutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

w2 .

SN Sas S hum fi rahmatillah

10) Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (4// Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:
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Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi’'a linnasi lallazt bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur’an

Nasr Hamid Abi Zayd

Al- Tuft

Al-Maslahah fi al-Tasyr1’ al-Islami1

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abt al-Walid Muhammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abi al-
Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abt al-Walid Muhammad ibnu)
Nasr Hamid Abii Zaid, ditulis menjadi: Abt Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,
Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt = Subhanallahu wa ta’ala

Saw = Sallallahu alaihi wa sallam

As = "alahi al salam

H = Hijriah

M = Masehi

I = Sebelum Masehi

W = Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
Q.S = Qur’an Surah

H.R = Hadis Riwayat
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ABSTRAK

Dafid Safar 2019, Peran Kepolisian Dalam Penanganan Penggunaan Motor Ilegal
Ditinjau Dari Hukum Pidana, skripsi, Program Studi Hukum
Tata Negara UIN Palopo, Pembimbing I H. Muammar Arafat
Yusmad dan Pembimbing II Firmanayah
Skripsi ini adalah studi tentang penekanan kepolisian terhadap pemakaian motor
ilegal digunakan oleh masyarakat ditinjau dari hukum pidana di wilayah hukum
Kepolisian Resort Luwu. Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah
maraknya pengguna motor ilegal di wilayah Kabupaten Luwu. Jenis penelitian
yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu meneliti tentang fakta-fakta
hukum yang terjadi dalam kenyataan di dalam masyarakat. Penelitian ini
menggunakan pendekatan normatif-empiris yang menekankan penelitian hukum
yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-
undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi. Sumber data yang
digunakan oleh peneliti ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer
ini berasal dari data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan
data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal dan internet. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran Kepolisian dalam menekan
pemakaian motor ilegal adalah melakukan sosialisasi ke masyarakat dan
perbanyaj patroli. 2) faktor penyebab penggunaan motor ilegal dipengaruhi oleh
harga motor ilegal terbilang murah, cara mendapatkannya murah, dan kurangnya
pemahaman hukum terhadap tindak pidana yang dikenakan. 3) Pandangan hukum
pidana terhadapa penggunaan motor milegal dasar hukumnya jelas yakni
melanggar aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Motor Ilegal, Hukum Pidana

Xxvi



ABSTRACK

Dafid Safar, 2019. “The Role of the Police in Handling Illegal Motorcycle Use in
Review of Criminal Law, thesis, Constitutional Law Study
Program UIN Palopo, Supervisor I H. Muammar Arafat
Yusmad and Supervisor II Firmansyah.
This thesis is a study of police suppression of illegal motorcycle use by the public
in terms of criminal law in the jurisdiction of the Luwu Resort Police. The main
problem is the rampant use of illegal motorcycles in the Luwu Regency area. The
type of research used is qualitative research, which examines legal facts that occur
in reality in society. This research uses a normative-empirical approach that
emphasizes legal research that not only examines the norm system in laws and
regulations, but observes the reactions and interactions that occur. There are two
data sources used by researchers, namely primary data and secondary data. This
primary data comes from field data obtained from interviews. Meanwhile,
secondary data is data obtained from books, journals and the internet. The results
of this study show that: 1) The role of the police in suppressing the use of illegal
motorbikes is to conduct socialization to the community and patrols. 2) The
factors causing the use of illegal motorbikes are influenced by the low price of
illegal motorbikes, the cheap way to get them, and the lack of legal understanding
of the criminal acts imposed. The view of criminal law on the use of milegal
motorcycles has a clear legal basis, namely violating applicable regulations.

Keywords: Role of Police, Illegal Motorcycle, Criminal Law
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum sehingga segala tindakan maupun
tingkah lakunya harus berdasarkan dengan peraturan hukum yang berlaku, hal
tersebut telah dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.! Salah satu peraturan
hukum yang ada di Indonesia adalah peraturan Lalu lintas, hal tersebut telah
tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan
angkutan jalan.

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman Recht, istilah Perancis
Droit, dan istilah Italia Diritto diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur
manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu
bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang
tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama
ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan
tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.?

Salah satu ciri negara modern dalam konteks penegakan hukum adalah
banyaknya kasus pelanggaran.® Hukum adalah sebuah aturan yang mendasar

dalam kehidupan yang dengan hukum terciptalah kedamaian dalam kehidupan

! Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)

2 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Novmatif, Cetakan II,
Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkely: University California Press,
1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa2007). Hlm. 34-37

3 Muammar Arafat Yusmad, Harmoni Hukum Indonesia, (Makassar: Aksara Timur,

2015). Him. 37



bermasyarakat. Dalam hukum dikenal dengan istilah perbuatan pidana. Setiap
Negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional baik
dibidang kepidanaan maupun dibidang keperdatan yang mencerminkan
kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Bagi Negara Indonesia sendiri
dalam pembinaan dan pembentukan hukumnya harus berdasarkan pancasila dan
juga Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka menggantikan hukum warisan
kolonial yang tidak sesuai dengan tata hukum nasional.*

Adanya hukum maka segala sesuatu yang menyangkut sikap dalam
kehidupan bermasyarakat, perilaku berbangsa dan bernegara haruslah berdasarkan
pada aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan
oleh aparat penegak hukum maupun pada masyarakat itu sendiri. Sebagai Negara
hukum, tentunya sangat menjunjung tinggi prinsip persamaan di mata hukum
yang disebutkan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya™

Keberadaan hukum dalam masyarakat mempunyai tujuan untuk mencapai
perdamaian diantara ummat manusia, serta melindungi kepentingan-kepentingan
manusia seperti kehormatan, kemerdekaan, jiwa, dan harta. Untuk mencapai
tujuan hukum yang adil dan damai, sering kali menghadapi berbagai kendala
seperti instrument hukum belum memadai, aparatur kurang berwibawa, kurang
sarana dan sistem peradilan yang belum efektif. Oleh karena itu untuk mencapai

tujuan tersebut maka diperlukan peran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

4 Shaq, Pengantar hukum indonesia. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.22.
5 Mahkama Konstitusi, Undang-Undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945
(Jakarta: secretariat jendral dan kepaniteraan mahkamah konstitusi RI, 2018), h.44



sebagai alat Negara yang berkewajiban mengatasi masalah yang timbul dalam
masyarakat.® Tugas Kepolisian ini tercantum dalam Undang-Undang Republik
Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

“Bahwa Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya
penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan
dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman
dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian Negara
Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia’’

Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang
meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya
hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menunjang tinggi
hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 59:

st (b A 3 G i 291 gl LN iy |kl 13l Gl diod
5 Lals A s 51 asall s Al (33 K G 50305 A 855 %

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”®

Ayat ini menunjukan bahwa umat islam diwajibkan untuk taat kepada ulul

amri (Pemegang kekuasaan), selama perkara yang di perintahkan oleh pemegang

kekuasaan itu dalam hal kebaikan, tidak melanggar syariat, dan bukan dalam

¢ Lelah Nurjmilah dan Abdul Kholid, “Pelaksanaan Jual Beli Motor Tanpa Identitas
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Jurnal Fakultas Syariah No 2 Vol. 3.(Cipasung:
Institut Agama Islam Cipasung, 2018), h.2.

7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002

8 Departemen Agama RI, Al-quran dan terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2019)



rangka untuk berbuat maksiat. Ketatan ini juga mencakup pada ketatan terhadap
aturan-aturan yang disusun dan ditetapkan oleh Ulil Amri.

Kepolisian Republik Indonesia bertugas menjaga keamanan dan ketertiban
didalam Negara yang sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang dasar
Negara Republic Indonesia Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa : “ Usaha
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan
pendukung”.’

Upaya aparat Kepolisian Indonesia dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, seringkali terkendala dengan timbulnya kejahatan. Salah
satu jenis kejahatan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat adalah
keberadaan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan
yang sah atau sering disebut sebagai motor ilegal.'

Peminat kendaraan sepeda motor Ilegal ini juga mempunyai dua
klasifikasi, yaitu peminat kendaraan sepeda motor Ilegal yang kondisinya masih
layak pakai, karena tahun produksinya masih cenderung tinggi seperti keluaran
tahun 2015, 2016 dan 2017. Namun ada juga sebagian masyarakat yang memiliki
keterbatasan finansial sehingga mereka cenderung mencari sepeda motor dengan
harga yang murah, dan cenderung memiliki risiko tinggi, karena masa pakai yang
sudah lama, misalnya tahun penggunaan kendaraan tersebut baik tahun 1995-an

maupun awal tahun 2004-an. Namun ada juga pembeli sepeda motor yang

° Apriyanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas
(Lampung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2017), h. 47-48.

10 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers,
2017), h. 87-88.



mencari kendaraan motor dengan harga lebih murah lagi, karena hanya mampu
memiliki kendaraan motor yang tidak layak pakai dari sisi legalitas hukumnya
karena tidak memiliki kelengkapan surat sebagai identitas kendaraan bermotor
tersebut.

Kondisi ini cenderung sangat fatal atau beresiko, karena dapat dipastikan
pembeli sepeda motor akan berhadapan dengan berbagai ketentuan hukum yang
bersifat praktis terutama terkait dengan legalitas kepemilikan kendaraan bermotor
tersebut yang sangat sulit untuk dibuktikan secara yuridis formal dalam ketentuan
perUndang-Undangan Indonesia. Namun kenyataan ini tetap harus dihadapi
masyarakat karena tidak memiliki pilihan lain yang lebih praktis, sehingga
meskipun dihadapkan pada permasalahan hukum seperti ini sebahagian
masyarakat Kabupaten Luwu tetap memiliki preferensi untuk membeli sepeda
motor tersebut. Ada beberapa penyebab atau faktor yang menjadi alasan kenapa
transaksi sepeda motor Ilegal terus berlangsung dari tahun ke tahun. Diantaranya
yaitu: faktor pekerjaan, faktor ekonomi, kurangnya pemahaman masyarakat
mengenai hukum dan dampaknya.

Keberadaan motor ilegal ini, sangat jelas bertantangan dengan Undang-
Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan
jalan. Dimana Pasal 68 menegaskan bahwa :

“Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib dilengkapi

dengan surat tanda kendaraan bermotor (STNKB) dan tanda nomor
kendaraan bermotor ™!

Adanya pemeriksaan kendaraan bermotor diharapkan dapat membuat

masyarakat tertib dalam berlalu lintas dan dapat mengurangi pengendara

! Undang-Undang RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkatan jalan.



kendaraan ilegal. Tetapi pada kenyataannya di wilayah Hukum Kepolisian
Kabupaten Luwu masih banyak masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas
mengenai perlengkapan kendaraan bermotor dan mengendarai kendaraan tanpa
identitas.

Di Kabupaten Luwu banyak motor jadi ilegal dikarenakan tidak bayar
pajak selama dua tahun berturut-turut. Motor akan ilegal selamanya karena tidak
dibayarkan pajak motornya.'? Bagi STNKB yang mati pajak selama 2 tahun maka
kendaraan akan dianggap ilegal. Hal ini mengacu pada Undang-Undang No. 22
tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkatan jalan, Pasal 74 yang menjelaskan
bahwa penghapusan data kendaraan dapat dilakukan jika pemilik kendaraan tidak
melakukan registrasi ulang, setidaknya dua tahun setelah masa berlaku STNKB
habis.!* Aturan ini diperkuat dengan peraturan Kapolri No. 5 tahun 2012 Pasal
110 yaitu Ranmor yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar regident
ranmor atas dasar permintaan pemilik ranmor, pertimbangan pejabat regident
ranmor atau pertimbangan pejabat yang berwenang dibidang perizinan
penyelenggaraan angkutan umum. Kemudian pada Pasal 114 peraturan kapolri
No. 5 tahun 2012 memperkuat dasar hukum Pasal 110 yaitu Penghapusan regident
ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilakukan dengan memberikan
catatan atau tanda cap stempel “Dihapus” pada kartu induk dan buku register pada
regident ranmor kepemilikan dan pengoperasian ranmor, pada pangkalan data
komputer, serta pada fisik BPKB dan STNKB ranmor yang di hapus. Dibawah ini

merupakan data pelanggaran lalu lintas tahun 2019 di Kabupaten Luwu.

12 Waluyo, Perpajakan Indonesia”, (Jakarta, selemba empat, edisi 5, 2005) hlm. 6
13 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Pasal 74



Tabel 1.1 Data Pelanggaran lalu lintas tahun 2019

Bentuk Pelanggaran yang dilakukan
No | Bulan Helm | Kelengkapan | Surat- | Boncengan | Lain- | Jumlah
kendaraan surat | lebih 1 | lain
rang
1 | Januari 67 66 59 11 23 226
2 | Februari |36 45 55 11 16 163
3 | Maret 22 14 17 7 5 65
4 | April 17 25 25 5 9 81
5 | Mei 29 77 147 11 41 305
6 | Juni 11 18 4 3 4 40
7 | Juli 22 49 27 5 7 110
8 | Agustus 17 21 28 6 7 79
9 | September | 39 54 101 5 11 210
10 | Oktober 47 36 59 13 6 161
11 | November | 75 106 89 49 41 360
12 | Desember | 64 89 97 11 19 280
Jumlah 446 | 600 708 137 189 2.080

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Luwu

Dari tabel di atas, diketahui bahwa bentuk pelanggaran paling banyak

terjadi pada Tahun 2019 yaitu pengendara tidak memiliki surat-surat seperti SIM

dan STNKB sebanyak 208 pelanggaran dan paling sedikit terjadi pada bulan mei

yaitu sebanyak 147 pelanggaran.

Penelitian tentang peran kepolisian dalam penanganan kasus motor ilegal

diwilayah hukum Kepolisian Kabupaten Luwu sangat penting karena Motor

ilegal, seperti motor tanpa plat nomor atau yang dimodifikasi secara ilegal, sering

digunakan untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan,

14 Desi, Staf Kantor lalu lintas polres Luwu Dokumentasi pelanggaran tahun 2015-2017




dan kejahatan lainnya. Penggunaan motor ilegal juga berdampak negatif pada
keselamatan lalu lintas dan jalan raya. Motor yang tidak memenuhi standar
keselamatan dan tidak dilengkapi dengan perlengkapan yang diperlukan dapat
meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengendara dan pengguna jalan lainnya.

Dengan adanya Penelitian ini akan membantu meningkatkan pemahaman
tentang bagaimana kepolisian dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah ini
untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengadakan penelitian
dengan judul “Peran Kepolisian Resort Luwu Dalam Penanganan
Penggunaan Motor Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Kepolisian Resort Luwu dalam penanganan penggunaan
motor ilegal ?

2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan motor ilegal di
wilayah hukum Kepolisian Resort Luwu ?

3. Bagaimana perspektif hukum pidana terhadap penggunaan motor ilegal di
wilayah hukum Kepolisian Resort Luwu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam penanganan
penggunaan motor ilegal di wilayah hukum kepolisian kabupaten Luwu

menurut pandangan hukum pidana



. Guna mengetahui dan memahami apa saja Faktor yang menjadi penyebab

sehingga terjadi Penggunaan motor ilegal di wilayah hukum Kepolisian

Kabupaten Luwu

. Guna mengetahui dan memahami Pandangan hukum pidana terhadap

penggunaan motor ilegal di wilayah hukum Kepolisian Kabupaten Luwu

. Manfaat Penelitian

. Manfaat Teori/ Akademik : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan

dalam membangun ilmu pengetahuan, dalam arti memberikan sumbangsi
terhadap penyempurnaan teori-teori yang telah ada sebelumnya dan menjadi
bahan acuan, pertimbangan dan pengembangan untuk melakukan penelitian

lebih lanjut.

. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat : Memberikan informasi bagi masyarakat tentang peran
kepolisian dalam menangani penggunaan motor ilegal di wilayah hukum
Kepolisian Kabupaten Luwu.

. Bagi pihak Kepolisian : Dapat digunakan sebagai acuan dalam Undang-
Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di
wilayah hukum Kepolisian Kabupaten Luwu

Bagi peneliti : Dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai
peran kepolisian dalam penanganan penggunaan motor ilegal di wilayah

hukum Kepolisian Kabupaten Luwu.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan

penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang akan digunakan dalam

penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan berupa jurnal

berkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Elisa Chahyati dengan judul penelitian “Peran
Kepolisian Dalam Menekan Motor Bodong Ditinjau Dari hukum Pidana Islam
(Studi Kasus di Kepolisian Resort Gowa, 2019)” . Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa faktor penyebab sehingga terjadi pemakaian motor
bodong dipengaruhi oleh harga motor bodng yang terbilang murah, mudah
untuk memperoleh motor bodong, kurangnya pemahaman masyarakat
terhadap pemakaian motor bodong dan peran kepolisian dalam menekan
pemakaian motor bodong adalah melakukan sosialisasi ke masyarakat dan
perbanyak patroli.'®

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan
dilakukan yang membahas tentang peran Kepolisian Dalam penanganan
penggunaan Motor Ilegal Ditinjau Dari hukum Pidana dan menggunakan jenis

penelitian yang sama yaitu jenis penelitian Kualitatif lapangan (Empiris).

15 Elisa Chahyati, “Peran Kepolisian Dalam Menekan Motor Bodong di Tinjau dari

hukum pidana Islam”. (Universitas Islam Negeri alauddin Makassar, 2019) hlm. 20

10
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Sedangkan perbedaannya terletak pada Lokasi penelitian dan tujuan
dilakukannya penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hamid dan Sri Wahyuni dalam jurnalnya yang
berjudul “Sistem Jual Beli Motor Bodong di Kabupaten Pinrang (Analisis
Hukum Ekonomi Islam, 2020)”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui
bagaiman praktik akad jual beli sepeda motor bodong di kab.pinrang. Hasil
penelitrian ini menunjukan bahwa transaksi jual beli motor bodong di
kabupaten pinrang merupakan suatu jual beli yang dilakukan secara
sembunyi-sembunyi oleh pihak penjual dan konsumen. Dalam prespektif
hukum ekonomi islam termasuk dalam akad jual beli yang sah, namun dalam
realitanya dengan sistem dan praktiknya, praktik jual beli motor bodong dari
hasil pencurian hal ini merupakan praktek tidak benar dan dilarang oleh syara
karena ada unsure gharar. Dalam hukum positif merupakan jual beli yang
tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam UU RI No. 8 tahun 1999 Pasal
3 ayat (1-6) tentang tujuan UU perlindungan konsumen (UUPK).'¢

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu
membahas tentang motor bodong/ ilegal dan menggunakan metole penelitian
yang sama yaitu metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada
tujuan penelitian yaitu pada penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui
bagaimana praktik akad jual beli sepeda motor berdasarkan prespektif hukum

ekonomi islam sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada

16 Tahmid, “Sistem jual beli motor bodong di kab. Pinrang (Analisis hukum ekonomi islam”,
(Thesis, IAIN pare-pare, 2020) him.21
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peran Kepolisian Dalam penanganan penggunaan Motor ilegal Ditinjau Dari
hukum Pidana.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Lisnawati dalam juranya yang berjudul
“Motor Kawin : Suatu Bentuk Pemanfaatan Secara Tidak Sah Surat Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) (Studi Kasus Q dan P), 2019”. Dalam
pnelitian ini, istilah “kawin” dalam kasus “Motor Kawin” mengacu pada
perkawinan kendaraan bermotor jenis sepedan motor pada bentuk kedua,
yakni pengawinan identitas. Keberadaan modus pemanfaatan ini memiliki
kaitan erat dengan aturan-aturan lalu lintas, yakni aturan resmi yang
menyebutkan pentingnya kepemilikan dokumen resmi kendaraan bermotor di
Indonesia, seperti dirumuskan dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, Pasal 68 ayat (1) dan (2) dalam
Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap pengemudi diawajibakan
dokumen resmi kendaraan bermotor berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (STNKB).!”

Pentingnya keberadaan STNKB ini kemudian dilihat sebagai peluang
yang menjanjikan oleh pihak-pihak tertentu untuk disalahgunakan, Salah
satunya adalah bentuk penyalahgunaan STNKB yang terjadi dalam kasus
“motor kawin” berdasarkan permasalahan tersebut.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang

akandilakukan yaitu membahas surat-surat atau dokumen kendaraan bermotor.

17 Lilis Lisnawati, “Motor kawin : surat bentuk pemanfatan secara tidak sah surat tanda
motor kendaraan bermotor (STNKB) (Studi kasus terhadap Q dan P)”. JurnalKriminologi
Indonesia, Vol 8, No.2 (September 2019) : 64-77
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Sedangkan perbedaannya terletak pada fakus pembahasan mengenai
persilangan dua kendaraan bermotor dangan memalsukan STNKB.

B. Deskripsi Teori
1. Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian
a. Pengertian Kepolisian

Pengertian kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam
penyebutannya di setiap negara Istilah polisi pertama kali berasal dari Yunani
yakni politeia dari tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu
negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari
pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan di junjung
tinggi.Keragaman istilah lain dapat dilihat di Inggris dengan police, Jerman
dengan polizei, dan Belanda dengan politei. Dengan banyaknya negara di wilayah
Eropa yang didasarkan pada pemerintahan raja absolut, berkembanglah ide negara
polisi (poliziestaat). Negara Polisi mengenal dua konsep polisidi dalamnya yakni
sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan polisi sebagai penyelenggara
perekonomian atau semua kebutuhan hidup bagi warga negaranya.'®

Sebagaimana diketahuai Indonesia dulunya pernah dijajah oleh Belanda,
maka secara historis istilah polisi di Indonesia bisa dikatakan mengikuti istilah
polisi Negara Belanda yaitu politei. Dilihat dari sisi historis, “polisi” di Indonesia
tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “politei” di Belanda, Hal ini
merupakan akibat dan penggaruh dari sistem hukum Belanda yang banyak dianut

di Negara Indonesia. Maka politei menurut Van Vollenhoven adalah “organ

18 Tiara Indah Sari, “Peran Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap
Penipuan Secara Online oleh Warga Negara Asing” (Lampung: Universitas Lampung, 2018), h.6.
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pemerintah yang bertugas mengawasi, jika perlu menggunkan pemaksaan supaya

perintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan pemrintah”. Selain

itu, polisi adalah birokrasi tampa loket dan sekat yang memisahkannaya dengan
masyarakat, hubungan polisi dengan masyrakat itu bagai air dengan ikan
didalamnya, Tidak ada masyarakat tanpa polisi (ubi society ubi politie).”’

Kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal
yang berkaitan dengan polisi. Pengertian Polisi itu sendiri adalah badan
pemerintah yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum (menangkap
orang-orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagiannya).

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal-
ithwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan
perUndang-Undangan. Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No 2 tahun
2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

1) Kepolisian Negara republic Indonesia merupakan alat Negara yang berperan
dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum,
serta memberikan perlindungan, penyayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka terpilihnya keamanan dalam negeri.

2) Kepolisian Negara republic Indonesia adalah kepolisian nasional yang
merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1).

19 Abdul Muis Jauhari, Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia
dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia,
Disertasi (Bandung: Universitas Pasundan, 2019), h. 7
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Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan
memberikan perlindungan kepada masyarkat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang
mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk
menciptakan ketertiban dalam masyrakat, diantaranya melawan kejahatan.
Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai
penegakan ketertiban. Hal ini sesuai dengan Teori Penegakan Hukum (Law
Enforcement Theory) yang menekankan peran kepolisian dalam menerapkan
hukum dan menjaga keteriban masyarakat dan fokus utama dari teori ini adalah
pencegahan kejahatan dan penegakan hukum yang adil. 2 Dari beberapa
pengertian yang dikemukakan dapat di simpulkan Polisi adalah suatu badan yang
bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonsesia

Dalam Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara
Republik Indonesia, dijelaskan bahwa pada Pasal 13, bahwa tugas pokok
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

2) Menagakkan Hukum

3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan kepada
masyarakat.
Untuk mendukung tugas pokok tersebut diatas, polisi juga memiliki tugas-

tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang

20 hryshnanda.DL, Polisi Penjaga Kehidupan (Jakarta: YPKIK, 2009), h. 70-71.
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No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai

berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan
kelancaran lalu lintas dijalan.

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran
hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan.

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan
koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus,
penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa.

Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum
acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menyelenggarakan  identifikasi  kepolisian, = kedokteran  kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi keploisian untuk kepentingan tugas

kepolisian.
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9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani
oleh instansi/ atau pihak berwenang.

11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam
lingkup tugas kepolisian.

12) Melaksakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2!

Menurut C.H. Niewhuis untuk melaksanakan tugas pokok itu polisi
memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu :

1) Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa Polisi itu
berkewajiban melindungi negara beserta lembagalembaganya, ketertiban dan
ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah
dilakukannya  perbuatan-perbuatan  yang  dapat  dihukum  dan
perbuatanperbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan
membahayakan ketertiban dan ketenteraman.

2) Fungsi represif atau pengendalian, yang berartibahwa Polisi itu berkewajiban
menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan
menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman.??

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka tanggung jawab sebagai

polisi dalam hal ini adalah mengatasi peningkatan motor ilegal/ tidak bersurat

21 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

22 Abdul Muis Jauhari, Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia
dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia,
Disertasi (Bandung: Universitas Pasundan, 2019), h. 19.
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maka perlu keefektifan dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi

pertambahan permasalahan dikalangan masyarakat.?

c. Kewenangan Polisi dalam Proses Pidana

Khusus dibidang proses pidana, POLRI mempunyai kewenangan

sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi dalam rangka menyelenggarakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana,

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara
untuk kepentingan penyidikan

3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka
penyidikan

4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa
tanda pengenal diri

5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara

8) Mengadakan penghentian penyidikan

9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

2 Elisa Chahyati, “Peran Kepolisian Dalam Menekan Motor Bodong di Tinjau dari
hukum pidana Islam”. (Universitas Islam Negeri alauddin Makassar, 2019) hlm. 35
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10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau
mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan
tindak pidana

11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri
sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk
diserahkan kepada penuntut umum

12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.?*

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) alenia 1 adalah
tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat
sebagai berikut:

a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum

b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut
dilakukan

c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya

d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

e) Menghormati hak asasi manusia.

Kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri

(diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan :

(1) Keadaan yang sangat perlu

(2) Tidak bertentangan dengan perundang-undangan

(3) Tidak bertentangan dengan kode etik kepolisian.

24 Elisa Chahyati, “Peran Kepolisian Dalam Menekan Motor Bodong di Tinjau dari
hukum pidana Islam”. (Universitas Islam Negeri alauddin Makassar, 2019). Him.27
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Beranjak dari uraian diatas, maka istilah “polisi” dan “kepolisian” dapat
dimaknai, sebagai berikut: istilah “polisi” adalah kepolisian sebagai organ atau
lembaga pemerintah yang ada didalam Negara. Sedangkan istilah “kepolisian”
sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang
terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang
diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan
kepolisian.

Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh
undang-undang, yakni fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif melalui
pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan
fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dikaitkan dengan “tugas” intinya
menunjuk kepada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-
norma yang berlaku dalam masyarakat. Semua itu dalam rangka memelihara
keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya
dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.

2. Tinjauan umum tentang motor ilegal
a. Pengetian Motor Ilegal

Motor Ilegal adalah motor yang tidak memliki surat-surat kendaraan yang
sah, dengan surat tanda kendaraan (STNKB) dan buku pembeli kendaraan
bermotor (BPKB).> Motor ilegal sering kali merupakan hasil dari modifikasi
yang tidak sesuai dengan peraturan. Ini bisa mencakup perubahan pada mesin,

knalpot, suspensi, atau sistem lainnya yang tidak diizinkan oleh hukum. Jual beli

%5 Lelah Nurjmilah dan Abdul Kholid, Pelaksanaan Jual Beli Motor Tanpa Identitas
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Fakultas Syariah No 2 Vol. 3 (Cipasung:
Institut Agama Islam Cipasung, 2018), h.2.
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motor ilegal adalah jual beli motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dan
dokumen lainnya. Sepeda motor yang diperjualbelikan jauh lebih murah
dibandingkan dengan harga jual beli motor pada umumnya. Jual beli sepeda motor
seperti ini pada dasarnya belum diketahui kejelasannya apakah dari hasil
pencurian ataupun surat-surat kendaraannya hilang karna sebab tertentu.?®
Kendaraan bermotor tanpa identitas yang sah ini, jelas tidak sejalan
dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan bahwa Surat Tanda Nomor

Kendaraan (STNKB) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) disamakan

dengan sertifikat kepemilikan kendaraan bermotor.?’

b. Faktor penyebab adanya motor Ilegal

Ada beberapa faktor penyebab adanya motor ilegal, antara lain:

1) Keuntungan Ekonomi : Salah satu faktor utama adalah keuntungan ekonomi
yang diperoleh oleh para pelaku pembuat motor ilegal. Mereka bisa
memproduksi motor palsu dengan biaya yang lebih rendah daripada motor
asli, sehingga dapat menjualnya dengan harga yang lebih murah dan menarik
calon pembeli.

2) Permintaan Pasar: Permintaan pasar terhadap sepeda motor seringkali sangat
tinggi, terutama di negara-negara berkembang. Namun, harga sepeda motor

merek terkenal biasanya lebih mahal. Ini menciptakan peluang bagi para

26 Muhammad Aris, Hasbi Yasin, dkk, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Jumlah Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) dengan Menggunakan Model
Geographically Weightted Poisson Regression, (Semarang: Jurnal Gaussian, 2015), h. 44.

27 Undang-Undang R.I No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
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4)
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produsen motor ilegal untuk mencoba memanfaatkan pasar yang lebih besar
dengan menawarkan harga lebih murah.

Sulitnya Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang lemah atau kurangnya
pengawasan dari pihak berwenang dapat membuat produsen motor ilegal
merasa lebih aman untuk beroperasi tanpa takut ditangkap atau dihukum.
Konsumen Tidak Sadar: Beberapa konsumen mungkin tidak menyadari
adanya motor ilegal dan dibujuk oleh harga yang lebih murah. Mereka dapat
membeli motor palsu tanpa menyadari risiko dan kualitas yang buruk dari
motor tersebut.?®

Mayoritas masyarakat rupanya sampai saat ini masih memiliki ketertarikan

dan kegemaran untuk memiliki motor ilegal, alasannya karena adanya beberapa

faktor, yakni:

1)

2)

3)

4)

Banyak masyarakat yang mengharapkan adanya jual beli motor bekas yang
dekat. Selain harganya yang murah, tempat penjualannyapun dekat bahkan
mudah didapatkan Sehingga dapat menghemat biaya.

Kebutuhan masyarakat akan motor ilegal yang terbilang murah.

Karena harga sepeda motor ilegal ketika dikalkulasikan jauh lebih murah
dibandingkan dengan harga jual sepeda motor bekas yang memiliki dokumen
surat-surat yang lengkap.

Meningkatnya jumlah pengangguran, Meningkatnya jumlah pengangguran
mengakibatkan pelaku yang mencuri dan menjual motor bodong adalah jalan

untuk mendapatkan uang. Tanpa memikirkan akibat hukum yang akan

28 Muhammad Aris, Hasbi Yasin, dkk, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Jumlah Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) dengan Menggunakan Model
Geographically Weightted Poisson Regression, (Semarang: Jurnal Gaussian, 2015), h. 198.
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diterima.Tentunya dalam hal ini, selain faktor-faktor yang telah disebutkan
diatas ada modus yang mempengaruhi, yakni pelaku pencurian motor dan
menjualnya kembaliyang disebut dengan penadahan serta jual beli yang cacat.
29
Penting untuk diingat bahwa membeli motor ilegal dapat menyebabkan
risiko keselamatan yang serius bagi pengguna. Motor ilegal biasanya tidak
memenuhi standar keselamatan dan kualitas, sehingga dapat berpotensi
menyebabkan kecelakaan dan kerugian.
c. Penyebab Motor Ilegal
1) Hasil pencurian
2) Pemilik tidak membayar pajak kendaraan pada jangka waktu tertentu
3) Kendaraan dihapus dari sistem samsat jika tidak diregistrasi ulang sekurang-
kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK
d. Ciri-ciri motor bodong:
1). Tidak memiliki bukti kepemilikan resmi, seperti BPKB
2). Tidak jelas siapa pemiliknya
3) Tidak memiliki surat-surat yang legal, seperti STNK
4) Tidak terdaftar secara resmi di database Polri
5) STNK dan BPKB yang meleka di kendaraan bodong adalah palsu
3. Samsat (Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap)
Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 tahun 2015, SAMSAT

merupakan sistem administrasi satu atap yang menyelenggarakan Pembayaran

29 Apriyanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas
(Lampung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2017), h. 49-50.
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Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB), Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident
Ranmor), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan (SWDKLLJ).

Dalam pelayanannya, SAMSAT tidak hanya dilaksanakan oleh
Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Ditlantas Polda), melainkan
kolaborasi dari beberapa instansi lain, seperti Dinas Pendapatan Daerah
(Dispenda) dan PT Jasa Raharja. Ketiga instansi inilah yang selanjutnya
disebut sebagai Tim Pembina SAMSAT.

Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan
identifikasi kendaraan bermotor. Beberapa hal yang dapat diurus di Samsat di
antaranya:

a. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

c. Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (SWDKLLAJ) secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor
Bersama Samsat.

Sementara, Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi, dan Badan
Usaha dalam menyelenggarakan Samsat.

Layanan yang diberikan Samsat kepada pengendara Samsat bertujuan

memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor,
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pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana
Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi
dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif.
Ruang lingkup pelayanan Samsat meliputi:
a. Regident Ranmor
b. Pembayaran pajak atas kendaraan bermotor
c. Pembayaran SWDKLLAJ.
Regident Ranmor sebagaimana dimaksud meliputi:
a. Registrasi Ranmor baru
b. Registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik
c. Registrasi perpanjangan Ranmor
Registrasi pengesahan Ranmor Selain kegiatan sebagaimana dimaksud,
pelayanan Regident Ranmor juga meliputi:
a. Pemblokiran dokumen Regident Ranmor yang terkait tindak pidana
b. Penggantian dokumen Regident Ranmor
c. Penghapusan nomor registrasi Ranmor
Pembayaran pajak atas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud meliputi:
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKN)
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
Sementara itu, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (SWDKLLADJ) terdiri dari:
a. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLYJ)

b. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWKP)
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SAMSAT bertujuan untuk memberikan pelayanan Regident Ranmor,

pembayaran pajak kendaraan, serta SWDKLLJ. Adapun fungsi layanan

SAMSAT dibedakan berdasarkan instansi pelaksana yang disebut dengan

nama Tim Pembina SAMSAT. Berikut adalah penjelasan fungsi dari masing-

masing instansi layanan SAMSAT:

a.

1)

2)

3)

4)

>)

6)

7)

Ditlantas Polda

Di SAMSAT, Ditlantas Polda memiliki fungsi dalam melakukan
Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Fungsi ini dilaksanakan
untuk  memberikan  legitimasi, kelayakan, kepemilikan, serta
pengoperasian kendaraan bermotor. Selain itu, ada juga fungsi kontrol
melalui verifikasi, pencatatan, dan pendataan kendaraan bermotor.
Adapun layanan yang termasuk ke dalam Regident Ranmor mencakup :
Registrasi kendaraan bermotor baru

Pendaftaran perpanjangan kendaraan bermotor

Pengesahan kendaraan bermotor

Perubahan identitas dan kepemilikan kendaraan bermotor

Pemblokiran dokumen Regident Ranmor yang berhubungan dengan tinda
pidana

Penghapusan nomor registrasi kendaraan bermotor

Penggantian dokumen terkait Regident Ranmor

Dispenda

Dispenda ini yang berperan dalam menerima dan mengelola

pembayaran pajak kendaraan bermotor, seperti:


https://bcafinance.co.id/3-cara-cek-pajak-kendaraan-secara-online
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1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pajak yang diterima ini selanjutnya akan dibagi ke kabupaten dan kota
yang kemudian digunakan untuk pembangunan dan pemeliharan jalan,
sekaligus peningkatan moda serta sarana transportasi.

c. Jasa Raharja

Dalam layanan SAMSAT, PT Jasa Raharja berperan dalam menerima
dan mengelola pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan dan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakan Penumpang (DPWKP).

4. Hukum Pidana
a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur
pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya
dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Hukum pidana
bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan
hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan
terhadap orma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Dengan
demikian segala peraturan-peraturan yang mengatur tetang pelanggaran, kejahatan
dan sebagainya yang diatur oleh hukum pidana akan dimuat dalam sebuah kitap
Undang-Undang hukum pidana atau disebut KUHP.

Menurut Mezger Hukum pidana adalah hukum yang mengikat perbuatan
yang memenuhi syarat tertentu dan menimbulkan akibat pidana. Sedangkan

Menurut Van Hamel Hukum pidana adalah kewajiban untuk menegakkan hukum,
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yaitu seluruh dasar dan aturan yang dibuat oleh negara dengan melarang apa yang

tidak sah dan menimbulkan penderitaan (penderitaan) bagi mereka yang

melanggar larangan tersebu

b.

1))

2)

3)

4)

t. 30

Jenis jenis hukum pidana

Hukum pidana substantif meliputi peraturan-peraturan yang menetapkan dan
merumuskan tindak pidana, peraturan-peraturan yang memuat syarat-syarat
terjadinya suatu kejahatan, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan
hukum pidana. Hukum pidana pokok diatur dalam KUHP.>!

Hukum pidana mengatur bagaimana Negara dapat menggunakan haknya
untuk melakukan tindak pidana dengan cara memberikan hadiah. Hukum
pidana formil disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum pidana Umum memuat ketentuan-ketentuan hukum pidana yang
berlaku bagi setiap orang. KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas (UULL), dll.
Hukum pidana Khusus memuat ketentuan KUHP yang menyimpang dari
hukum pidana umum mengenai golongan, golongan dengan jenis perbuatan
tertentu. Sebagai contoh :

a. hukum pidana Militer

b. hukum pidana Perpajakan

c. hukum pidana Ekonomi

30 H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 1.
31 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi,Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jakarta:

Kencana, 2014), h. 27
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d. hukum pidana Korupsi*?

Asas-Asas Hukum Pidana

Asas legalitas : Suatu tindak pidana tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan
asas legalitas, ketentuan pidana dari Undang-Undang yang ada sebelum tindak
pidana itu dilakukan (Pasal 1 (1) KUHP). Jika Undang-Undang tersebut
direvisi setelah kejahatan dilakukan, maka berlaku ketentuan yang
memudahkan untuk menghukum tersangka (KUHP, Pasal 1, ayat 2).

Asas tiada pidana tanpa kesalahan:Untuk menjatuhkan pidana kepada orang
yang melakukan tindak pidana harus dilakukan apabila ia mempunyai unsur
kesalahan.

Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali merupakan asas
yang berlaku untuk suatu tindak pidana yang mana tidak ada perbuatan yang
dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perUndang-
Undangan yang telah ada sebelum perbuatan terebut dilakukan

Asas Teritorial. Artinya, ketentuan KUHP berlaku untuk semua perkara
pidana yang terjadi di daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah kedaulatan
negara kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 2 KUHP).

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang

melakukan:

a)
b)

Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia

32 H. Zainuddin Ali, “Hukum Pidana,” (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) him. 35.
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Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang
akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.

Asas nasionalitas Aktif. Artinya ketentuan KUHP berlaku bagi semua warga
negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimanapun (Pasal 5 KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 8 disebutkan beberapa ketentuan

pidana yaitu :

a)

b)

d)

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara
Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan
tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana
dilakukan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak
Pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III.
Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah
Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan
Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.

Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
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dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara
tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengaa pidana mati.

6) Asas nasionalitas Pasif. Artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku
untuk semua kejahatan yang merugikan kepentingan nasional (Pasal 4
KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum dalam Pasal 5 tentang Ketentuan pidana dalam Undang-
Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berhubungan dengan:

a) keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan

b) martabat Presiden, Wakil Presiden, dan atau Pejabat Indonesia di luar negeri

c) mata uang, segel, cap negara, meterai, atau Surat berharga yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan
Indonesia

d) perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia; e. keselamatan atau
keamanan pelayaran dan penerbangan

e) keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau
negara Indonesia

f) keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik

g) kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-

Undang
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h) warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara
tempat terjadinya Tindak Pidana.
5. Teori Soerjono Soekanto

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan
mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum
pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar atau aturan yang dianut
oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan
melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan nestapa
(penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti
pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyatan di Indonesia
kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian Law Enforcement
begitu popular. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum
sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan.

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh
mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat
dikatakan efektigf jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum
mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia
sehingga menjadi perilaku hukum Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
teori penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum
merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan

sosial dan keadilan menjadi kenyataan.
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Menurut Satjipto Rahardo Penegakan hukum adalah wusaha untuk

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum menjadi kenyataan.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor

penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1))

2)

3)

4)

Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek menyelenggaraan
penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian
hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu
rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan
prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan
hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.
Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum,
keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan
fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan
terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum
tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin
menjalankan peran semestinya.

Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan

penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan
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bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran
hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia
merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis
(perundang-undangan) harus mencermikan nilainilai yang menjadi dasar
hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara
peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan
semakin mudah menegakkannya.*?

Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor
penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam
menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat
positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja Polisi.

Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut
relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa
faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak
pada sikap mental aparatur penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat

Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering

diabaikan.

33 Soerjono Soekanto. 2008. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”.
(Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada). Him. 8
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C. Kerangka Berfikir

Secara skematis kerangka pikir dalam penelitian in1 digambarkan sebagai

berikut :
Kerangka Berfikir
KUHP
A 4

Faktor-faktor penyebab o Perspektif Hukum

terjadinya penggunaan | | Peran Kepolisian ] pidana Terhadap

motor ilegal di wilayah Kabupaten Luwu penggunaan motor ilegal

kepolisian Kabupaten

Luwu

A 4

Terciptanya ketertiban, keamanan
dan keselamatan berlalu lintas di
Kabupaten Luwu

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepolisian
sangat berperan penting dalam mewujudkan warga Negara yang baik yang bisa
terwujud melalui memelihara ketertiban lalu lintas salah satunya yaitu
penanganan penggunaan motor ilegal dengan cara menganalisa Faktor-faktor
penyebab terjadinya penggunaan motor ilegal, Peran kepolisian dalam
penanganan penggunaan motor ilegal dan juga pandangan hukum pidana terhadap
motor ilegal tersebut sehingga dapat menciptakan ketertiban, keamanan dan

keselamatan berlalu lintas di kabupaten Luwu.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian normatif-empiris, atau penelitian tentang fakta hukum yang
terjadi di masyarakat, dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian
ini adalah untuk menggali atau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam
penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum
dalam masyarakat.>

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Metodologi
penelitian hukum normatif-empiris mengartikan penelitian mengkaji pelaksanaan
ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum
tertentu yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika
penerapan hukum pada peristiwa hukum sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Penelitian hukum normatif-empiris menekankan penelitian hukum yang

bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-

undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi.

B. Lokasi Penelitian

34 BurhanBungin (ED.), MetodologipenelitianKualitatif{Jakarta: RajawaliPers, 2012),
h.124.

36
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Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan

penelitian tersebut. Adapun lokasi atau tempat penelitian ini di lakukan yaitu di

Wilayah Kepolisian Kabupaten Luwu. Peneliti memilih lokasi penelitian ini

dengan alasan karena sering dijumpai motor ilegal di wilayah tersebut yang di

operasikan dijalan raya oleh masyarakat.

C. Definisi Istilah

1.

Peran Kepolisian : Fungsi atau tanggung jawab yang diemban oleh institusi
kepolisian dalam menjaga ketertiban, mencegah kejahatan, dan memberikan
pelayanan keamanan kepada masyarakat.

Motor ilegal: situasi dimana kendaraan bermotor (seperti sepeda motor)
beroperasi tanpa dokumen resmi atau surat-surat yang sah dari pihak
berwenang, seperti surat tanda nomor kendaraan (STNKB) atau surat izin

mengemudi (SIM).

. Hukum Pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur

pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada
pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan.
Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas penulis terfokus pada permasalahan

yang diteliti untuk menghindari terwujudnya kasalapahaman dari ruang lingkup

penelitian, serta terbatasnya kemampuan yang dimiliki penulis, maka penelitian

ini difokuskan pada Peran polisi di wilayah kepolisian Kabupaten Luwu Sulawesi

Selatan dalam penanganan kasus motor ilegal.

E. Data dan sumber data
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Data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data
kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa atau
gambar.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti kejadian atau
peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dinamakan penelitian
empiris. Sedangkan sumber data penelian ini dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan
diteliti yang melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang
peranan kepolisian Dalam Penanganan Kasus Motor Ilegal. Adapun informan
dalam penelitian ini yaitu Satlantas Polres Luwu, Kapolres Luwu, Dinas Samsat,
dan masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari
sumbernya, biasanya diambil melalui dokumen, buku atau majalah, bacaan ilmiah
yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan
untuk mengumpulkan data guna mengukur fenomena social serta alam
sebagaimana yang ada dalam variable penelitian.

Dalam penelitian ini instrument yang digunakan adalah pedoman

Wawancara atau Interview guide, fasilitas yang dapat digunakan dalam proses
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pengambilan data yaitu mulut untuk berkomunikasi, melakukan wawancara,

telinga untuk mendengar dan anggota tubuh lainnya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

l.

Studi Pustaka yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen media
informasi lainnya serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya
dengan penelitian ini.

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung
atau peninjauan secara cermat dan langsung. Dalam kegiatan pengamatan atau
observasi peneliti dapat mengumpulkan data mengenai jenis pelanggaran apa
saja yang sering terjadi serta mengetahui peran dari kepolisian dalam
menangani pelanggaran tersebut. Khususnya di wilayah hukum Kepolisian
Kabupaten Luwu.

Interview atau wawancara merupakan komunikasi atau pembicaraan dua arah
yang dilakukan oleh pewawancara dan informan untuk mencari informasi
yang relevan deng tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan
menggunakan daftar pertanyaan. Adapun pihak yang akan diwawancara
adalah Satlantas Polres Luwu, Dinas Samsat, dan masyarakat.

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau
mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi, yang sesuai
dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui

dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.
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H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan
masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan
adalah analisis deskriptif kualitatif dengan logika berfikir deduktif, secara
deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis
mengenai peran kepolisian dalam Penanganan Kasus Motor Ilegal di wilayah
hukum Kepolisian Repost Luwu. Kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu
proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang dissesuaikan dengan kenyataan yang ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polres Luwu
1. Profil Polres Luwu
Kepolisian Resort Luwu, juga dikenal sebagai Polres Luwu,

bertanggung jawab atas wilayah Kabupaten Luwu dan bertanggung jawab
kepada Kapolda. Polisi Resort Luwu dipimpin oleh seorang Kepala
Kepolisian Resort dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan
diwakili oleh seorang Wakil Kepala Kepolisian Resort dengan pangkat
Komisaris Polisi dalam operasi sehari-hari. Polres Luwu memiliki
beberapa satker yang bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai
tugas kepolisian. Beberapa unit komando di Polres Luwu termasuk unit
reserse kriminal, unit reserse narkoba, unit intelkam, unit lalu lintas, unit
sabhara, unit humas, dan propam.

Adapun visi dan misi polres Luwu adalah terwujudnya pelayanan keamanan
dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukumdan keamanan dalam
negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif. Kepolisian
Sektor yang selanjutnya di singkat Polsek adalah unsur pelaksana tugas pokok
fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Polres Luwu, yaitu:
a. Polsek Larompong
b. Polsek Bupon
c. Polsek Suli

d. Polsek Bua

41
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e. Polsek Belopa

f. Polsek Walendrang
g. Polsek Bajo

h. Polsek Lamasi

1. Polsek Ponrang

Polsek Bastem

—.

N

. Tugas Pokok

Polres berada di wilayah Kabupaten Luwu dengan luas 3.000,25 km, dan
melaksanakan tugas pokok Polri seperti menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Fungsi
Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian

Resort dan Kepolisian Sektor berbunyi sebagai berikut:

a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk
penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan
pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi
pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan
atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;

b. Pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan guna terelanggaranya deteksi

dini (earlydetection) dan peringatan dini (earlywarning);
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Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pembinaan, koordinasi, dan
pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta fungsi identifikasi
dan laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum;
Pembinaan masyarakat mencakup pemberdayaan masyarakat melalui
kepolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan
masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, terjalinnya
hubungan antara Polri dan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian
khusus;

Fungsi Sabhara mencakup pengaturan, pengawasan, patroli (Turjawali), dan
pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, seperti penindakan tindak
pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa,
serta pengamanan objek vital, pariwisata, dan orang yang sangat penting
(VIP).

Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu-lintas,
termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu-lintas serta
registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan
hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran
lalu-lintas;

Operasi kepolisian perairan mencakup patroli perairan, penanganan kejahatan
perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakan di perairan, pembinaan
masyarakat perairan untuk mencegah kejahatan dan menjaga keamanan

perairan; dan
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h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.®
B. Pembahasan
1. Peran Kepolisian Dalam Penanganan Penggunaan Motor Illegal Di
Wilayah Hukum Kepolisian Resort Luwu
Untuk memenuhi tugas dan fungsinya, diperlukan berbagai upaya
untuk mengurangi dan mencegah pemakaian kendaraan ilegal, terutama di
Kabupaten Luwu. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan
untuk mencegah dan mengurangi pemakaian kendaraan ilegal:
1. Upaya Pre-Emtif
Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak
kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggunaan motor ilegal
Berdasarkan hasil wawancara dengan satlantas polres luwu yaitu:

“Salah satu upaya pre-emptif yang kami lakukan adalah memberikan
pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah
rawan pengguna motor bodong. Kami rutin melakukan sosialisasi, baik di
sekolah, pasar, maupun tempat ibadah, agar masyarakat mengerti bahwa
penggunaan motor tanpa surat resmi itu bisa berakibat pidana. Kami juga
tekankan agar warga tidak tergiur harga murah dari media sosial yang
menjual motor tanpa dokumen sah. 3

Penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-

nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma yang baik sehingga norma-

35 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian
Sektor.

36 Awal Jusman Mansyur, S.H, Ps. Kaur Mintu Reskrim, Motor Ilegal, Polres Luwu, Tgl
10 Mei 2024
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norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan

untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

2. Upaya Preventif

Penindakan terus-menerus yang bertujuan untuk memberikan

perlindungan bagi orang lain yang belum menggunakan kendaraan ilegal

dapat membantu proses hukum terhadap pemakai kendaraan ilegal yang

termasuk dalam kategori penadah.

Hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resort Luwu

mengungkapkan peran dan upaya kepolisian untuk menghentikan

pemakaian motor bodong sebagai berikut:

a.

Sosialisasi ke Masyarakat Untuk mengurangi maraknya pemakaian
motor ilegal serta mengurangi kersahan masyrakat terhadap
pencurian motor maka pihak kepolisian melakukan sosialisasi ke
masyarakat serta menghimbau untuk tidak memakai motor yang
tidak di lengkapi dengan surat-surat yang sah, yakni Surat Izin
Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Menghimbau untuk tidak membeli motor illegal yang harganya
relatif murah serta berhati-hati memiliki barangbarang yang patut
di duga dari hasil kejahatan karena itu akan berdampak adanya
pidana untuk dia.

Perbanyak Patroli: Dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana
pencurian motor, kepolisian memperluas patroli dalam rangka

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
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masyarakat untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun
mental, terbebas dari rasa khawatir, dan keamanan dan ketertiban
masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan segala
aktivitasnya dengan lancar dan tertib.

“Upaya preventif yang kami lakukan lebih banyak melalui kegiatan
patroli rutin dan penegakan disiplin di jalan. Kami juga melakukan
penertiban dengan cara pemeriksaan surat-surat kendaraan di beberapa
titik rawan, khususnya di daerah pedalaman dan pegunungan yang
memang jarang tersentuh operasi. Tujuannya agar masyarakat sadar
pentingnya kelengkapan dokumen kendaraan. Selain itu, kami juga
menyampaikan imbauan langsung kepada pengendara agar tidak
menggunakan motor bodong karena bisa dikenakan pidana penadahan,”
37

3. Upaya Represif
Upaya represif adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah
terjadi suatu pelanggaran atau tindak pidana, dengan tujuan untuk menghentikan,
menindak, dan memberikan efek jera kepada pelaku serta menjaga ketertiban
masyarakat.
“Dalam hal penindakan atau upaya represif, kami dari pihak kepolisian
melakukan penyitaan terhadap kendaraan ilegal yang tidak memiliki
kelengkapan surat-surat seperti STNK dan BPKB. Jika ditemukan unsur
tindak pidana, seperti hasil kejahatan atau penadahan, maka kami
proses sesuai hukum yang berlaku, termasuk menggunakan Pasal 480
KUHP. Selain itu, kami juga melakukan pemeriksaan nomor rangka dan
mesin kendaraan untuk memastikan apakah motor tersebut merupakan

hasil curian. Semua proses ini kami lakukan agar menimbulkan efek jera
dan bisa menjadi peringatan bagi masyarakat lainnya, 3%

Penggunaan motor ilegal di Kabupaten Luwu menunjukkan adanya

ketimpangan antara keberadaan norma hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

37 Awal Jusman Mansyur, S.H, Ps. Kaur Mintu Reskrim, Motor Ilegal, Polres Luwu, Tgl
10 Mei 2024

38 Awal Jusman Mansyur, S.H, Ps. Kaur Mintu Reskrim, Motor Ilegal, Polres Luwu, Tgl
10 Mei 2024
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Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, terutama
Kepolisian Resort Luwu, dalam menjalankan fungsi represif sekaligus edukatif
terhadap pelanggaran hukum lalu lintas yang bersifat masif. Dalam perspektif
hukum pidana, pelanggaran terhadap aturan kepemilikan kendaraan bermotor
yang sah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 merupakan perbuatan
melawan hukum yang berdampak luas, tidak hanya pada pelanggaran
administratif, tetapi juga berpotensi terkait dengan tindak pidana, seperti
pencurian dan penadahan.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik Satlantas Polres Luwu, pihak
kepolisian menyadari bahwa pendekatan represif saja tidak cukup untuk
menghentikan peredaran motor ilegal. Dibutuhkan pendekatan sistematis yang
menggabungkan upaya pre-emptif, preventif, dan represif secara simultan dan
berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya, kepolisian menghadapi hambatan
struktural dan kultural, seperti keterbatasan personel, cakupan wilayah yang luas,
serta rendahnya tingkat pendidikan hukum masyarakat di wilayah pedesaan dan
pegunungan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan motor illegal di

Wilayah hukum kepolisian Kabupaten Luwu adalah salah satu kabupaten di
Sulawesi Selatan yang memiliki tingkat kejahatan tindak pidana yang tinggi,
seperti penggunaan motor ilegal. Seperti yang diketahui, 45 motor bodong adalah
motor yang tidak memiliki surat-surat yang sah, seperti BPKB dan STNK. Motor
ilegal ini biasanya berasal dari tindak pidana pencurian dan kemudian dijual

dengan harga di bawah pasar, sehingga sangat diminati oleh masyarakat.
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Tindakan ini melanggar Undang-Undang sesuai dengan Peraturan Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut hasil wawancara dengan Ps Kaur Mintu Reskrim, Aiptu Awal
Jusman Mansyur, S.H beliau menjelaskan bahwa motor ilegal dalam bahasa
hukumnya ialah suatu kendaraan baik motor maupun mobil yang tidak di lengkapi
dengan surat-surat yang sah, baik STNK maupun BPKB. Motor ilegal ini tidak
bisa di klarifikasikan bahwa penggunanya adalah anak-anak atau orang dewasa
karena semua kalangan menggunakannya, seperti di kalangan anakanak maupun

dewasa.

Motor ilegal ini berasal dari suatu praktik tindak pidana pencurian
penggelapan dan penadahan. Karena tindak pidana ini tidak bisa di gabungkan,
maka pemidaaannya di kenakan Pasal sesuai dengan tindak pidana yang di
lakukan, yakni pencurian, penggelapan dan penadahan untuk mendapatkan motor
bodong. Pelaku pencurian dikenakan Pasal 362 KUHP:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau
sebagian termasuk kepunyaan orvang lain, dengan maksud akan memiliki
barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan
hukuman pencra selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 900,-""%°

Pemakaian motor ilegal kebanyakan di temukan di daerah pegunungan atau
desa-desa yang ada di Kabupaten Luwu yang jaraknya jauh dari kota karena

sangat jarang di adakan pemeriksaan atau swiping sehingga pengguna motor

illegal bebas mengunakan motor tersebut.

39 Pasal 362 KUHP Tentang pencurian
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Kepolisian Resort

Luwu pada tanggal 10 Juni 2024.

1.

“Faktor paling menonjol adalah harga. Motor bodong ditawarkan jauh di
bawah pasaran, sehingga banyak warga tergiur tanpa memikirkan
legalitas dan risiko pidananya dan juga Akses memperoleh motor ilegal
sekarang lebih mudah karena media sosial ditambah kurangnya
pemamahan terkait hukum oleh masyarakat.
Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa :
Seseorang menggunakan motor ilegal pada umumnya adalah harganya yang
terbilang murah, jauh di bawah pasaran membuat seseorang lebih tertarik
membeli motor ilegal di banding motor yang di lengkapi dengan surat-surat
yang sah seperti STNK dan BPKB tanpa mempertimbangkan dengan baik
konsekuensi dari sisi perbuatannya.
Seseorang menggunakan motor ilegal adalah kurangnya pemahaman
masyarakat tentang hukum, pengguna motor ilegal terkait dengan aturan
perundang-undangan yang melarang seseorang membeli dan menggunakan
barang hasil dari suatu tindak pidana seperti pencurian, penggelapan karena
dapat di jerat dengan pasal yang terkait.
Pengguna memakai motor ilegal selain murah juga karena proses untuk
memiliki kendaraan roda dua tersebut mudah untuk di dapatkan serta
prosesnya yang tidak berbelit-belit. Salah satunya di sosial media yaitu

facebook yang sering di temui penjualan motor yang murah dan mudah untuk

di dapatkan karena dapat bertemu langsung untuk mengecek kondisi motor

40 Awal Jusman Mansyur, S.H, Ps. Kaur Mintu Reskrim Polres Luwu, Motor Ilegal,

Polres Luwu, Tgl 10 Mei 2024
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dan bayar di tempat tanpa menyiapkan berkas-berkas persyaratan
pembeliannya

Hadirnya berbagai faktor yang menjadi penyebab sehingga seseorang
memakai motor ilegal menjadikan hal ini bukan hanya mengacu kepada
kriminalitas tetapi menimbulkan kejahatan tindak pidana yang meresahkan
masyarakat karena terjadinya pencurian motor.

Maka dari itu, dalam mengantisipasi sehingga tidak terulang sebuah tindak
pidana seperti pencurian, penggelapan, serta penadahan hal ini perlu adanya upaya
penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh misalnya patroli yang bukan hanya
dilakukan di daerah perkotaan akan tetapi juga di pedesaan

Untuk mengefektifkan pengawasan, pihak Polres Luwu telah menerapkan
sistem pemetaan wilayah rawan penggunaan motor ilegal berdasarkan data
pengaduan masyarakat dan hasil razia. Wilayah kecamatan yang berada di daerah
pegunungan seperti Bastem, Latimojong, dan Seko, diketahui sebagai wilayah
dengan kepemilikan motor bodong yang tinggi. Hal ini disebabkan karena akses
informasi yang terbatas, minimnya pelayanan administrasi kendaraan, dan
anggapan bahwa penggunaan kendaraan tanpa surat tidak akan tersentuh hukum.

Menanggapi  hal  tersebut, Polres Luwu memperkuat peran
Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pengawasan di  desa-desa.
Bhabinkamtibmas dibekali dengan pedoman sosialisasi hukum, serta diarahkan
untuk mendata kendaraan bermotor yang dicurigai tidak memiliki kelengkapan

dokumen. Pendekatan ini dianggap lebih humanis dan adaptif terhadap
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karakteristik sosial masyarakat, dibandingkan pendekatan razia mendadak yang

berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

3. Perspektif Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Motor Illegal Di
Wilayah Hukum Kepolisian Kabupaten Luwu

Secara umum aksi penjualan motor Ilegal bisa didorong oleh berbagai
faktor, termasuk kebutuhan ekonomi. Di banyak negara berkembang, seperti
Pakistan, pencurian sepeda motor menimbulkan masalah signifikan yang
menyebabkan kerugian ekonomi dan peningkatan angka kejahatan . Motivasi
ekonomi di balik penjualan sepeda motor Ilegal dapat dikaitkan dengan kebutuhan
akan dana cepat atau keuntungan finansial, terutama di daerah yang banyak
terdapat kemiskinan dan kurangnya kesempatan.*!

Motor illegal merupakan kendaraan yang tidak memiliki legalitas atau
tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, seperti STNK dan BPKB. Umumnya,
kendaraan tersebut disebut ilegal karena merupakan hasil dari pencurian. Oleh
sebab itu, pihak kepolisian melarang masyarakat untuk membeli kendaraan ilegal.
Hal tersebut dilakukan untuk menekan adanya tindak kejahatan pencurian,
khususnya kendaraan bermotor.

Selain itu, pada masa ini motor ilegal bukan hanya karena hasil pencurian,
namun juga disebabkan oleh pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak pada
jangka waktu tertentu. Mulai tahun ini Korlantas Polri (Korps Lalu Lintas

Kepolisian Negara Republik Indonesia) akan menghapus data STNK (Surat Tanda

41 Ahmad, T. Sistem keamanan sepeda motor menggunakan arduinoprocessor dan modul
gsm. 2024
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Nomor Kendaraan), apabila pemilik tidak membayar pajak kendaraan beberapa
tahun sehingga menjadi motor ilegal.

Adapun salah kasus yang ditemui di Luwu adalah, Pada awal tahun 2024,
Satlantas Polres Luwu menggelar razia kendaraan bermotor di jalur Trans
Sulawesi yang melintasi Kecamatan Bajo, sebuah wilayah pesisir yang dikenal
sebagai pintu gerbang distribusi kendaraan dari arah selatan. Dalam razia tersebut,
petugas menemukan sebanyak 13 unit sepeda motor yang tidak memiliki
dokumen kepemilikan sah, seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)
dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Salah satu pengendara, seorang pemuda berinisial MA (21 tahun), mengaku
membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 3.500.000 dari media sosial Facebook
tanpa melakukan pengecekan kelengkapan surat-surat. Setelah dilakukan
pengecekan nomor rangka dan nomor mesin oleh Unit Identifikasi Polres Luwu,
diketahui bahwa kendaraan tersebut merupakan motor curian dari wilayah
Makassar yang kemudian dijual kembali melalui jaringan ilegal di Luwu.

Dalam proses penyidikan, pihak kepolisian berhasil mengungkap jaringan
penjualan motor ilegal yang melibatkan lebih dari tiga pelaku. Mereka menjual
kendaraan hasil curian kepada masyarakat pedesaan di Kabupaten Luwu dengan
iming-iming harga murah dan tanpa prosedur yang rumit. Modus ini menyasar
masyarakat dengan pengetahuan hukum yang terbatas, terutama di wilayah pesisir
dan pedalaman.

STNK akan dicabut atau terhapus datanya, jika STNK mati lima tahun dan

pajak tidak dibayar selama dua tahun. Apabila data mobil atau motor terhapus
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akibat pemiliknya tidak bayar pajak kendaraan, legalitas kendaraan tak akan bisa
diurus lagi. Oleh sebab itu, kendaraan tersebut menjadi ilegal.

Masyarakat yang masih menggunakan kendaraan ilegal di jalan raya akan
dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas). Merujuk pada Pasal 288 UU Lalu
Lintas, disebutkan bahwa pengendara kendaraan ilegal akan dikenakan denda Rp
500.000 atau pidana kurungan paling lama 2 bulan.

Selain denda, kendaraan juga disita sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di
Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP No. 80
Tahun 2012). Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 32 ayat (6) PP tersebut,
bahwa kendaraan akan disita apabila tidak dilengkapi STNK yang sah. Namun,
kendaraan akan dikembalikan apabila pemilik telah menunjukkan STNK yang
sah.

Kemudian, terkait penghapusan data kendaraan yang tak bayar pajak
tercantum dalam Pasal 74 ayat (3) UU Lalu Lintas, bahwa kendaraan bermotor
yang telah dihapus datanya tidak dapat diregistrasi kembali. Ketentuan
penghapusan data kendaraan juga tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi
Kendaraan Bermotor (Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2021), yaitu dalam Pasal 85,
bahwa sebelum data kendaraan dihapus, pemilik bakal mendapatkan tiga kali
peringatan. Apabila peringatan ini tidak ditanggapi, penghapusan registrasi akan

dilakukan.
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a. Dari Segi Perbuatan

Perbuatan pembelian atas kendaraan ilegal, dalam hal ini disebabkan salah
satunya karena hasil pencurian, dapat dikenakan Pasal 480 KUHP tentang
penadah hasil curian dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat
tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

a) barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima
hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,
menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu
benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari
kejahatan penadahan;

b) barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya
atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU 1/2023 tentang asas legalitas yaitu
“Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau
tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-
undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”

Sejalan dengan penjelasan mengenai arti asas legalitas , Penjelasan Pasal 1
ayat (1) UU 1/2023 menerangkan bahwa ketentuan ini mengandung asas legalitas
yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika
ditentukan oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan
perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah undang-undang dan peraturan
daerah. Asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena

itu, peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus
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sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa ketentuan
pidana tidak boleh berlaku surut.
b. Dari Segi Tanggung Jawab

Tindak pidana penadahan melibatkan berbagai aspek yang dapat mendorong
seseorang untuk terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Penelitian oleh Dafid
Safar Tahun 2023 menyoroti faktor internal yang mendorong terjadinya tindak
pidana penadahan, seperti keinginan untuk mendapatkan barang dengan harga
murah dan menjualnya kembali jika pihak penggadai tidak mampu menebus
barang tersebut. Selain itu, faktor eksternal dan minimnya resiko tertangkap oleh
pihak kepolisian juga dapat menjadi pendorong bagi pelaku tindak pidana
penadahan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian polres Luwu
seseorang yang terlibat dalam penggunaan motor ilegal harus bertanggung jawab
untuk menanggung risiko ditimbulkan oleh perilakunya, dan perilakunya dapat
dituntut dipersyaratkan untuk dituntut.

Asas kesalahan atau asas culpabilitas diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang menjelaskan Asas
culpabilitas adalah asas yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana
jika melakukan kesalahan. Asas ini juga dikenal dengan istilah nulla poena sine
culpa, dalam KUHP Baru, asas ini diatur secara eksplisit. Pasal 36 ayat (1) KUHP
Baru berbunyi, “Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas

Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan”.
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Kesalahan dalam hukum pidana dapat berupa: Kelakuan yang melawan hukum,
Dolus atau culpa, Kemampuan bertanggung jawab pelaku. Kelalaian atau culpa
adalah kesalahan yang terjadi karena kurang berhati-hati, sehingga secara tidak
sengaja sesuatu itu terjadi.
C. Dari Segi Pidana Penggunaan Kendaraan Ilegal

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa berdasarkan
Pasal 480 KUHP, seseorang yang membeli kendaraan bodong yaitu dari hasil
curian, maka dapat dijerat hukuman pidana dengan ancaman 4 tahun penjara. Oleh
sebab itu, masyarakat perlu berhati-hati sebelum membeli kendaraan. Pastikan
penjual memiliki dokumen yang sah, seperti STNK dan BPKB, serta jangan
mudah tergiur dengan kendaraan yang dijual dengan harga yang murah.

Tindak Pidana dalam kaitannya dengan motor illegal menjelaskan 3 tindak

pidana, yaitu :
a. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda atau
disebut dengan offences against property dan possession. Yang dimaksud dengan
pencurian, ialah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau
sebagianya kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan
dengan melawan hukum.*?

Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi
sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

42 Gerson W. Bawengan, Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2013. Cet.2),h.141
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hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun
atau denda paling banyak enam poluh rupiah”.*

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang telah
jelas hukumnya tertera secara eksplisit di dalam al-Quran dengan segala sanksi
yang telah diatur. Sebagaimana firman Allah swt didalam Q.S al-Maidah/5:38 :

j—’ﬁéhb B2 V& a8 G e Ll GAS6 B)1edis 5y
Terjemahannya:

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya
sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan
dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”

b. Tindak Pidana Penggelapan

Dalam pengertian yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), Penggelapan memiliki definisi sebagai proses, cara dan perbuatan
menyelewengkan serta menggunakan barang secara tidak sah. Menurut R.
Soesilo, penggelapan dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang sangat mirip
dengan pencurian pada pasal 362. Perbedaannya adalah pencurian harta benda
yang dimiliki tidak berada di tangan pencuri dan tetap harus "diambil". Sedangkan
dalam kegelapan, barang ada di tangan pembuatnya, bukan pelakunya. Menurut
Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau
penyalahgunaan amanah oleh seseorang yang kepercayaannya diperoleh tanpa

adanya unsur yang bertentangan dengan hukum*

43 Salahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Acara Pidana dan Perdata (KUHP,
KUHAP dan KUHAPdt), Cet-1. (Jakarta : Visimedia, 2008), h. 86.

44 Aplikasi NU Online, Q.S al-Maidah/5:38

4 R. Susilo, Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap
Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.
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c. Tindak Pidana Penadahan

Dari segi bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang
berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata
penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukan kejahatan itu
atau subjek pelaku. Pada kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa tadah
adalah wadah yang dipakai untuk menampung sesuatu yang jatuh atau
dilemparkan, menampung; menerima barang hasil curian (untuk menjualnya
lagi).*¢

Dalam terminologi hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang
sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan
cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan,
mengangkut, menyimpan barang.*’
Tindak pidana penadahan, menurut hukum Islam, hukum penadahan adalah

haram. Dapat dilihat dalam al-Quran dan Hadis QS. Al-Maidah/5:2: 48

/OwT ~// - '/f-g // P °/° // //D /O“/’. // ‘L /~//:. 06‘}{ 1 o"/l 0 '@ /d/T
u}«:‘ 5 J\;M\ 9 L;AL\ Yj (\JJ—\ J.@.MJ\ Yj g.b\ J;\.x.w \j.l%- N b.m\ O‘i'/’d‘ L@_.:.L;
01 om Aleon J2E. o /, ﬁn} T 0 (% ofO// < /é/: L% . 0% ow "’.f fo’?:c/ //o <. 0/5
O a3 ok &k As Y 135l V,J,b- 1313 b\}‘pgj ) P Mzs O3y r\j;\ &L
E® LA LR T A T of y-% \F- 1980w Y T (edqom. (BhFew ST (-} PR TR I
ya () el B i )

Terjemahannya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar
(kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,
jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qald’id (hewan-
hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para
pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida

46 Kamus terbaru bahasa Indonesia. 2008. Surabaya. Reality publisher. HIm.611
47 Andi hamzah. Terminology hukum pidana. 2009. Jakarta. Sinar grafika. Hal.151
48 Aplikasi NU Online, Q.S Al-Maidah/5:2
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Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram),
berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada
suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam,
mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Untuk memperkuat efek jera dan mempersempit ruang gerak penjualan
motor ilegal, Polres Luwu menjalin koordinasi intensif dengan Kantor Samsat,
Dinas Perhubungan, dan Pemerintah Kecamatan. Salah satu bentuk sinergi adalah
program jemput bola pelayanan pajak dan registrasi ulang kendaraan di desa-desa.
Masyarakat diberi kemudahan dalam hal pengurusan surat kendaraan dan
pengesahan ulang STNK yang sebelumnya dianggap rumit atau mahal.

Program ini juga diiringi dengan penindakan secara administratif terhadap
kendaraan yang masa STNK-nya mati lebih dari dua tahun, sesuai dengan Pasal
74 UU No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kendaraan yang tidak
diregistrasi ulang dapat dihapus dari daftar regident dan dinyatakan ilegal. Dengan
sistem seperti ini, kepolisian tidak hanya mengedepankan sanksi pidana, tetapi
juga membangun sistem pencegahan berbasis pelayanan publik yang
memudahkan warga.

Berdasarkan keseluruhan data empiris dan wawancara, dapat disimpulkan
bahwa penanganan penggunaan motor ilegal di wilayah hukum Polres Luwu telah
menunjukkan kemajuan dalam aspek pre-emptif, preventif, dan represif. Namun,
tantangan struktural masih menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh

karena itu, beberapa rekomendasi strategis yang dapat diusulkan antara lain:
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1. Peningkatan intensitas patroli terpadu antara Polsek dan unit Samsat keliling
di wilayah terpencil.

2. Pemberian insentif atau diskon pajak bagi masyarakat yang mau
meregistrasikan kembali motor yang mati pajak lebih dari 2 tahun.

3. Penyusunan basis data kendaraan tidak terdaftar melalui survei lapangan oleh

Bhabinkamtibmas.

4. Peningkatan literasi hukum digital bagi remaja dan masyarakat desa, agar
tidak mudah tergoda oleh transaksi ilegal daring.

5. Pemberdayaan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai agen penyuluh
hukum informal dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polres Luwu tidak lepas dari berbagai kendala
struktural, teknis, maupun sosial. Hasil wawancara peneliti dengan personel
kepolisian mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah hambatan yang kerap
memperlambat atau melemahkan efektivitas penindakan hukum terhadap
penggunaan motor ilegal.

Pertama, keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah
geografis Kabupaten Luwu menjadi tantangan utama. Dengan luas daerah
mencapai lebih dari 3.000 km? dan kondisi geografis yang bervariasi—mulai dari
pesisir hingga daerah pegunungan—tidak semua wilayah dapat dijangkau patroli
secara rutin. Akibatnya, daerah-daerah yang jarang disentuh oleh aparat menjadi
tempat yang subur bagi peredaran motor tanpa surat resmi.

Kedua, minimnya anggaran operasional, terutama untuk kegiatan pre-emptif

dan preventif seperti sosialisasi di sekolah atau pembentukan pos pelayanan
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terpadu di daerah rawan. Tanpa dukungan logistik dan pembiayaan yang
memadai, pithak kepolisian mengalami kesulitan untuk menjalankan pendekatan
humanis dan edukatif secara maksimal.

Ketiga, budaya permisif masyarakat terhadap motor ilegal juga menjadi
penghambat tersendiri. Banyak warga menganggap bahwa menggunakan motor
bodong bukan kejahatan selama tidak mencuri sendiri. Persepsi ini menunjukkan
bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami keterkaitan antara penggunaan
barang ilegal dan tindak pidana penadahan.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pihak kepolisian bersama
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dapat mengembangkan model edukasi
hukum berbasis lokal. Salah satu strategi yang dinilai efektif adalah melalui
penyuluhan hukum secara informal di ruang-ruang komunitas, seperti majelis
taklim, posyandu, pertemuan karang taruna, dan musyawarah desa.

Metode penyuluhan tidak harus formal dan kaku. Misalnya, dalam
pertemuan warga di balai desa, petugas kepolisian dapat menyisipkan informasi
ringan dan mudah dipahami tentang pentingnya kepemilikan kendaraan yang
legal, risiko hukum penggunaan motor bodong, serta cara melaporkan jika
menemukan aktivitas jual beli motor ilegal di media sosial.

Penggunaan media digital lokal seperti grup WhatsApp RT/RW dan akun
media sosial desa juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi hukum.
Kepolisian bisa membuat konten pendek berbentuk video edukatif, testimoni

pengguna motor ilegal yang telah ditindak, atau penjelasan hukum dalam bahasa
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sederhana. Pola ini diyakini akan lebih mudah diterima oleh masyarakat
dibanding pendekatan formal hukum yang cenderung berat dan teknis.

Lebih jauh lagi, penanganan motor ilegal sebenarnya adalah bagian dari
proses transformasi sosial masyarakat, dari budaya permisif menjadi budaya sadar
hukum. Masyarakat yang dulunya menganggap bahwa motor tanpa surat adalah
hal biasa, perlu diarahkan secara perlahan untuk memahami bahwa setiap
kendaraan yang melintasi jalan umum memiliki konsekuensi hukum yang
melekat. Transformasi ini membutuhkan waktu, konsistensi, dan komitmen dari
semua pemangku kepentingan.

Dalam hal ini, peran kepolisian sebagai agent of legal culture sangat
penting. Polisi bukan hanya sebagai penindak pelanggaran hukum, tetapi juga
sebagai pendidik masyarakat agar melek hukum dan tidak mudah terjerumus
dalam praktik ilegal. Perubahan pola pikir ini juga akan berdampak positif
terhadap aspek lain seperti tertib lalu lintas, keselamatan di jalan, dan
berkurangnya angka kriminalitas.

Dengan adanya kolaborasi antara penegak hukum, masyarakat, pemerintah
desa, tokoh adat, dan tokoh agama, diharapkan akan terbentuk sistem sosial yang
tidak memberi ruang bagi peredaran kendaraan ilegal. Masyarakat yang sadar
hukum pada akhirnya tidak hanya akan menjadi subjek yang patuh, tetapi juga
mitra strategis dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan supremasi
hukum.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan personel kepolisian di

Satlantas Polres Luwu, disebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam
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memberikan informasi terkait peredaran motor bodong sangat membantu tugas-
tugas patroli dan penyelidikan. Namun, keterlibatan masyarakat masih tergolong
rendah, terutama di daerah pelosok. Hal ini tidak terlepas dari minimnya
kesadaran hukum masyarakat serta kekhawatiran akan terlibat konflik sosial
dengan sesama warga apabila melaporkan kasus kepemilikan kendaraan ilegal.
Dalam wawancara tambahan, salah satu anggota Babinkamtibmas
menyatakan:
“Kami selalu mengajak masyarakat untuk menjadi mitra kepolisian, tapi
masih banyak yang memilih diam karena mereka pikir itu bukan urusan
mereka atau takut salah paham dengan tetangga. Padahal kalau semua
peduli, masalah motor bodong ini bisa dikurangi dengan cepat.”*
Pernyataan di atas menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat
dalam mendukung penegakan hukum terkait penggunaan motor ilegal masih
rendah, terutama dalam bentuk pelaporan atau pengaduan kepada pihak
kepolisian. Sikap pasif ini sering kali dilatarbelakangi oleh rasa sungkan, rasa
takut menyinggung hubungan sosial, serta minimnya pemahaman bahwa
pelaporan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keamanan bersama.
Kondisi ini mencerminkan bahwa selain penindakan, aparat kepolisian
juga perlu menguatkan pendekatan komunikasi sosial dan membangun
kepercayaan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Tanpa partisipasi
aktif dari warga, terutama dalam memberikan informasi awal atau mendukung

kegiatan patroli, maka pemberantasan peredaran motor ilegal tidak akan berjalan

optimal.

4 Awal Jusman Mansyur, S.H, Ps. Kaur Mintu Reskrim Polres Luwu, Motor Ilegal,
Polres Luwu, Tgl 10 Mei 2024
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Oleh karena itu, diperlukan strategi pendekatan kultural yang menekankan
bahwa keterlibatan masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian bukan semata-
mata sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral sebagai

warga negara dalam menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kepolisian dalam menekan pemakaian motor ilegal yaitu dengan
melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk menghimbau dan menjelaskan
dampak dari pemakaian motor ilegal serta berpatroli agar terciptanya rasa aman
dan nyaman kepada masyarakat umum atas keresahan yang kian mengganggu.

3. Faktor penyebab pemakaian motor ilegal dipengaruhi oleh beberapa faktor,
yaitu harga motor yang terbilang murah sehingga banyak yang tertarik untuk
membeli, proses untuk mendapatkan motor ilegal tersebut mudah dan tidak
berbelit-belit, kurangnya pemahaman hukum terhadap tindak pidana yang
dikenanakan, dan faktor ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipergunakan
secara tidak sehat.

4. Pandangan hukum pidana mengenai pemakaian motor ilegal, sesuai dengan
tidak pidannya bahwa pencurian, penggelapan dan penadahan tidak
dibenarkan dalam aturan dan dalam pidana islam jelas merupakan perbuatan
dosa. Pemakaian motor ilegal ini selaian berdampak pada dirinya, masyarakat
umumpun mengalami keresahan yang ditimbulkan dari motor ilegal tersebut.

B. Saran

1. Dalam mengatasi peningkatan pemakaian motor ilegal, kepolisian diharapkan
agar lebih progresif serta menjalankan perannya seefektif mungkin baik

dengan cara kepolisian atau penegak hukum, sosialisasi serta melakukan
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tindakan pencegahan lainnya untuk mengetahui akibat hukum dari perbuatan

tindak pidana.

. Dengan melihat beberapa faktor penyebab terjadinya peningkatan pemakaian

motor ilegal, maka perlunya peningkatan kualitas serta efektifitas pihak
kekopolisian atau penegak hukum untuk mengatasi dan mencegah serta
meminimalisirbentuk tindak pidana yang semakin hari semakin mudah untuk
si pelakumenjalankan aksinya yang menyebabkan masyarakat tertarik
menggunakan motor ilegal yang terbilang murah sehingga tidak memikirkan

dampak yang akan timbul karna pemakaiannya.

. Hukum pidana jelas mengatur larangan pemakaian serta pelaku pencurian,

penggelapan, penadahan karena selain melangga aturan yang berlaku juga
merupakan dosa besar. Sebaiknya umat manusia memelihara kehidupan
manusia lainnya dengan menjauhi hal-hal yang dapat membahayakan orang

lain.
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